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Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-X1V/2016. Beberapa ahli
menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak
pidanakorupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan permasalahan dalam penentuan adanya kerugian negara dan
pelaksanaan penyel esaian kerugian keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bentuk penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue A pproach) dan
pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian yang telah dilakukan menjelaskan, terdapat
persinggungan dalam proses penghitungan kerugian negara dalam perkaratindak pidana korups antara
hukum administratif dan hukum acara pidana. hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat perihal
institus yang berwenang untuk menentukan kerugian negara. Tata cara penghitungan kerugian negara
dilakukan dengan pendekatan audit investigatif. Namun demikian, apakah standar dan teori yang mendasari
penghitungan kerugian negara telah sesual dengan hukum acara yang berlaku. Selain untuk memenuhi unsur
dari delik materiil, penghitungan kerugian negara juga memiliki arti penting untuk memberikan pedoman
bagi hakim dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa, baik itu pidana penjara maupun pidana tambahan
pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan negara.

...... At present, corruption has been transformed from aformal criminal to amaterial criminal after the
Congtitutional Court of the Republic of Indonesia issued sentence Number 25/PUU-X1V/2016. Some
experts consider this decision to provide more legal certainty because state losses as aresult of corruption
must be proven. This research generally aims to provide an overview of the regulation, implementation, and
problems in determining the existence of state losses and implementing the settlement of state financial
losses. The method used in this research is aform of normative research with a Statue Approach and a
Conceptual Approach. The research that has been carried out explains that there are intersections in the
process of calculating state losses in corruption cases between administrative law and criminal procedura
law. Thisraises differences of opinion regarding the institution authorized to determine state losses. The
procedure for calculating state lossesis carried out using an investigative audit approach. However, whether
the standards and theories underlying the calculation of state losses are following the applicable procedural
law. In addition to fulfilling the elements of material offenses, the calculation of state losses also has an
important meaning to guide judges in imposing sentences on defendants, both imprisonment and an
additional payment of compensation as an effort to recover state finances.
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